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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak 

Pengaturan hukum untuk tindak pidana pembunuhan anak di Indonesia mencakup beberapa aspek, yaitu  pembunuhan oleh ibu sendiri (Pasal 341 KUHP), pembunuhan oleh orang dewasa atau anak lain (pasal-pasal umum KUHP seperti 338 dan 340 KUHP), dan perlakuan khusus terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana (UU Nomor 11 Tahun 2012). Sanksi pidana bagi anak pelaku pembunuhan adalah setengah dari pidana orang dewasa, dan proses hukumnya mengikuti prinsip sistem peradilan pidana anak. 
Penegakan hukum pidana dalam pembunuhan anak di Indonesia saat ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal-pasal yang ada hubungannya dengan pembunuhan bayi juga diterapkan ialah Pasal 305 KUHP “Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemu, atau meninggalkan anak itu, dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Pasal 306 KUHP (1) Jika salah satu perbuatan tersebut dalam Pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara tujuh tahun enam bulan (2). Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 307 KUHP Jika yang melakukan kejahatan kejahatan tersebut Pasal 305 bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga.

Pasal 308 KUHP Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama setelah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemu atau meninggalkannya, dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.

Kalau dicermati rumusan Pasal 305 sampai dengan Pasal 308 sudah jelas bukan mengenai pembunuhan bayi, tetapi mengatur mengenai menempatkan anak dan meninggalkan anak. Pasal 308 ancaman dikurangi separo dengan alasan saat dilakukannya kejahatan tersebut dikaitkan dengan keadaan mental emosional dari si ibu dimana selain rasa malu ,takut, benci, bingung serta rasa nyeri bercampur aduk menjadi satu sehingga perbuatannya itu dianggap dilakukan tidak dalam keadaan mental yang tenang, sadar serta dengan perhitungan yang matang Inilah yang menjelaskan mengapa ancaman hukuman pada kasus pembunuhan bayi lebih ringan bila dibandingkan dengan kasus-kasus pembunuhan lainnya.

Pasal 341 KUHP Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anakanya, diancam karena membunuh anaknya sendiri, dengan pidana paling lama tujuh tahun. Pasal 342 KUHP Seorang ibu, yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kedua pasal ini dalam rumusan sudah jelas dan bisa untuk menghukum/menjerat pelaku tindak pidana pembunuhan bayi, tetapi harus memenuhi unsur-unsur :

Seorang ibu yang takut ketahuan melahirkan seorang anak

Dengan sengaja merampas nyawa anaknya.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah).

Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.
Bunyi Pasal 80 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pidananya lebih berat dan dendanya cukup besar dibandingkan dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pasal 80 ayat (4) ini bisa untuk menjerat pelaku tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri.ancaman hukuman ditambah sepertiganya.

Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Yang Melakukan Pembunuhan Terhadap Anaknya 

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Aspek penegakan hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau  substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

Faktor hukumnya sendiri.

Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup penegak hukum akan tetapi juga pemelihara perdamaian. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Hak sebenarnya merupakan  wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

Peranan yang ideal (ideal role).

Peranan yang seharusnya (expected role)
Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role)
Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain :

Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang

Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena :

Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang

Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang

Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Faktor pengak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umunya dan korban pada khususnya
Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan.
 Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut, bahwa: Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum  atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (an objekctive breach of a panel provision),  namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada pembuatnya, maka nyatalah bahwa hal dipidana atau tidaknya pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah terdakwa tercela atau tidak karena melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan bahwa dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidananya pembuat adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.
pertanggungjawaban terhadap orangtua yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya selain diatur dalam KUHP juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan diperberat 1/3 (sepertiga) dari hukuman semula jika pelakunya adalah orang tua dari si anak. Ketika kematian anak itu disebabkan karena orang tuanya sendiri maka hukumannya pun juga diperberat jika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan Pasal 80 ayat (4) menyatakan pidana ditambahkan 1/3 dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan pembunuhan tersebut orang tuanya.

Mengenai pembunuhan anak yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pembunuhan terhadap anak itu adalah hilangnya nyawa anak yang sebelumnya disertai dengan kekerasan, kekejaman atau penganiayaan.
 Sehingga hal diatas menunjukkan bahwa ketika orang tua yang seharusnya melindungi anaknya ternyata malah menyakiti anaknya maka itu merupakan tindakan yang sangat kejam sehingga orang tua harus diperberat hukumannya daripada orang lain yang melakukannya.

Tindak pidana pembunuhan anak yang disertai dengan penganiayaan selain diatur pada KUHP, diatur juga pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tahun) 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat,maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Melihat isi dari pasal diatas terutama ayat (3) dan ayat (4), maka unsur-unsurnya adalah:

Hilangnya nyawa;

Didahului atau disertai dengan kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan atau penganiayaan;

Terhadap anak, dalam hal ini adalah anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang berada dalam kandungan;

Pelaku adalah orang tua dari anak tersebut;

Tanpa harus diketahui motif dari tindakan tersebut.

Mengenai pembunuhan anak yang terdapat dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pembunuhan terhadap anak itu adalah hilangnya nyawa anak yang sebelumnya disertai kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan. Hal yang sama juga dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kematian seorang anak yang disebabkan oleh orang tuanya sendiri maka ancaman hukumannya pun diperberat pada Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayai (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melkukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pembunuhan terhadap anak selain diatur dan diancam dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga diatur dan diancam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan:

setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagimana dimaksud pada pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,; (lima belas juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tshun stsu denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan penjara 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Isi dari Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disebutkan pada pasal di atas mengenai larangan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain di dalam lingkup rumah tangganya dan lingkup rumah tangga yang dimaksud di dalam undang-undang ini adalah:

Suami, isteri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);

Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang-orang yang disebutkan pada huruf a, seperti sepupu, ipar, mertua, dan lain-lain;

Orang yang bekerja membantu rumah tangga yang bersangkutan baik menetap ataupun tidak.

Unsur-unsur yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai pembunuhan anak adalah:

Hilangnya nyawa;

Didahului dengan kekerasan atau penganiayaan;

Korban adalah orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga (termasuk didalamnya adalah anak);

Pelaku adalah orang yang juga termasuk kedalam lingkup rumah tangga;

Tanpa harus diketahui motif dari tindakan tersebut.

Persamaan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

Tindakan kekejaman yang dilakukan merupakan suatu kesengajaan;

Sebelum mengakibatkan matinya korban didahului dengan adanya kekerasan atau penganiayaan;

Motif tidak berpengaruh dalam penetapan hukuman.

Perbedaan diantara kedua undang-undang diatas adalah:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, korbannya dengan sangat jelas disebutkan yaitu anak sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa korban adalah orang-orang yang masuk dalam lingkup rumah tangga, dimana anak adalah salah satu bagiannya.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan jika pelakunya adalah orang tua dari anak maka hukuman yang diancamkan akan ditambah sepertiga, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak ada ancaman pemberatan hukuman bagi orang tua yang telah mengakibatkan matinya sang anak.
Berdasarkan hal di atas,maka walaupun KUHP sudah mengatur secara khusus mengenai pembunuhan yang disertai atau didahului dengan penganiayaan, akan tetapi dengan adanya azas lex posteriori derogat lex priori (peraturan hukum yang baru mengalahkan peraturan hukum yang lama) dan juga azas lex specialis derogat lex generalis (peraturan hukum yang khusus mengalahkan peraturan hukum yang umum), maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berlaku terhadap pembunuhan anak yang disertai atau didahului oleh penganiayaan ini tetapi hal ini tidak berlaku jika dihubungkan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang lahir tahun 2004.

Azas yang berlaku diantara kedua peraturan tersebut adalah azas lex specialis derogat lex generalis karena walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih dulu ada dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan tetapi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki pasal-pasal yang bersifat khusus sehingga tidak bisa semua pasal pada undang-undang tersebut diterapkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekhususan tersebut terletak pada pasal-pasal yang secara rinci dan tegas mengatur tentang pembunuhan anak oleh orang tuanya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ancaman hukumannya adalah diperberat sepertiga dari hukuman semula yaitu 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan juga ancaman hukuman yang mengandung 3 (tiga) pilihan, yaitu pidana penjara, pidana denda atau bahkan kedua-duanya, menegaskan betapa kejam dan jahatnya orang tua yang tega menyakiti anaknya sampai si anak kehilangan nyawanya sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga membahas tindak pidana yang terjadi antar lingkup keluarga tanpa ada pemberatan jika pelakunya adalah orang tua dari anak tersebut.

Pembunuhan yang dilakukan orangtua terhadap anaknya berdasarkan putusan Nomor 3561/Pid.B/2020/PN Mdn yang dilakukan Rahmadsyah; berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan bahwa terdakwa Rahmadsyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas  nyawa orang lain sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3561/Pid.B/2020/PN Mdn
Kronologis Kasus

Terdakwa dalam kasus ini adalah Rahmadsyah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun2020, bertempat di di Jalan Brigjen Katamso Gang Usaha Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimunatau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadil perkara tersebut, dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa Rahmadsyah bersama korban Ikhsan Fatahilla dan korban Rafa Anggara yang merupakan anak tiri terdakwa berada didalam kamar di rumah Jalan Brigjen Katamso Gang Usaha Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun sedangkan saksi Fathul Zannah yang merupakan ibu kandung kedua korban tidak berada dirumah karena masih bekerja dan biasanya pulang kerumah sekira pukul 24.00 wib, dimana biasanya kedua korban tidur pada malam hari dirumah nenek kedua korban namun karena kedua korban hendak meminta uang jajan kepada terdakwa maka kedua korban pulang kerumah menemui terdakwa yang berada didalam kamar. 

Kemudian pada saat sedang menonton televisi bersama terdakwa lalu kedua korban meminta uang kepada terdakwa untuk membeli es krim namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang sehingga kedua berkata “udahlah ayah pelit kali, cari ayah barulah kami, mamak kan masih muda, masih cantik” kemudian terdakwa yang mendengar perkataan kedua korban merasa kesal dan emosi dan langsung mengangkat tengkuk kedua korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dimana tangan kanan terdakwa memegang tengkuk korban Rafa Anggara dan tangan kiri korban memegang tengkuk Ikhsan Fatahilla lalu secara bersamaan terdakwa memukul kepala kedua korban ketembok kamar sebanyak 5 (lima) kalisehingga kedua korban yang masih anak-anak menjadi tidak berdaya dan langsung jatuh kelantai namun masih ada pergerakan sehingga terdakwa yang melihat kedua korban masih ada pergerakan kemudian menginjak bagian perut dan dada korban Ikhsan Fatailah sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dan terdakwa menginjak perut dan dada korban Rafa Anggara sebanyak 5 (lima) kali hingga kedua korban sudah tidak bergerak lagi kemudian terdakwa memastikan kedua korban masih hidup atau tidak dengan merasakan hidung kedua korban yang sudah tidak bernafas lagi.

Selanjutya terdakwa yang menyadari bahwa kedua korban sudah meninggal dunia lalu berpikir untuk menyembunyikan mayat kedua korban disamping Sekolah Global Prima Medan yang tidak jauh dari rumah terdakwa agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya terdakwa pertama sekali membawa korban Ikhsan Fatahilla ke samping tembok sekolah Global Prima Medan dengan menaruh korban dipundak terdakwa dan sampai di samping tembok Sekolah Global Prima Medan terdakwa menaruh mayat korban di ujung dekat semak dan menutupi dengan seng dan triplek yang ada ditempat tersebut, lalu terdakwa kembali lagi kekamar dan menaruh mayat korban Rafa Anggara dipundaknya dan membawa mayat korbankesamping Sekolah global Prima Medan namun belum sampai keujung samping Sekolah Global Prima, terdakwa melihat cahaya senter dan terdakwa curiga ada security sekolah Global Prima Medan sedang patroli sehingga terdakwa langsung memasukkan mayat korban kedalam selokan parit kemudian terdakwa melarikan diri keluar dari samping Sekolah Global Prima Medan dan pulang kerumah masuk kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa pergi mandi. Kemudian sekira pukul 24.00 wib saksi Fathul Zannah pulang kerumah namun saksi Fathul Zannah tidak mengetahui perbuatan terdakwa karena seperti biasa setiap malam kedua korban memang tidur dirumah neneknya.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sebelum pergi bekerjasaksi Fathul Zannah melihat kedua korban tidak ada datang kerumah sehingga saksi Fathul Zannah bertanya kepada terdakwa “kok gak datang anak-anak siang ini” dan pada saat itu terdakwa hanya diam saja karena terdakwa merasa ketakutan, kemudian saksi Fathul Zannah yang tidak menaruh curiga kepada terdakwa pergi bekerja seperti biasa, kemudian terdakwa juga bekerja setelah selesai bekerja di Sekolah Global Prima Medan terdakwa meminjam uang kepada saksi Dian Agustiono sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa yang tidak berani pulang kerumah karena merasa dihantui oleh kedua korban maka tidur di sebuah pos ronda di Jalan STM Ujung dan sekira pukul 24.00 wib saksi Fathul Zannah yang pulang bekerja tidak mendapat terdakwa dan kedua korban dirumah sehingga keesokan harinya saksi Fathul Zannah menjadi curiga dan mencari kedua korban kerumah neneknya namun tidak ada sehingga saksi Fathul Zannah dan ibunya mencari keberadaan kedua korban. 

Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:09/IKF/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan yang ditandatangani oleh dr. Ismurizzal,SH,Sp.F melakukan pemeriksaan terhadap korban Ikhsan Fatailah dan korban RafaAnggara dengan kesimpulan bahwa penyebab kematian korban mati lemas karena terhalangnya udara masuk ke saluran nafas akibat tenggelam disertai perdarahan yang banyak dan pecahnya tengkorak kepala akibat trauma tumpul.
Dakwaan Penuntut Umum.

Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini adalah dakwaan alternatif yaitu :

Perbuatan terdakwa Rahmadsyah sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Perbuatan Terdakwa Rahmadsyah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.
Perbuatan terdakwa  Rahmadsyah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Tuntutan Penuntut Umum
Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan  sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Rahmadsyah telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHPidanadalam Dakwaan Pertama.

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rahmadsyah dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi penahanan selama Terdakwaberada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit handphone merk Xiaomi;

1 (satu) potong baju kaos anak-anak warna hijau bergaris putih bergambar kartun;

1 (satu) potong celana training warna biru hijau

1 (satu) potong baju kaos anak-anak warna biru bergambar kartun;

1 (satu) potong celana jeans warna cokelat biru

Dikembalikan kepada saksi Fathul Zannah

1 (satu) buah mancis memiliki senter

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan agar Terdakwa Rahmadsyah dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Fakta Hukum

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Kejadian Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib, di Jl.Brigjen Katamso Gang Satria Kel.Sei Mati Kec.Medan Maimun Kota Madya

Kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa bersama korban Ikhsan Fatahilla dan korban Rafa Anggara yang merupakan anak tiri terdakwa berada didalam kamar di rumah Jalan Brigjen Katamso Gang sedangkan saksi Fathul Zannah yang merupakan ibu kandung kedua korban tidak berada dirumah karena masih bekerja dan biasanya pulang kerumah sekira pukul 24.00 wib;

Pada saat sedang menonton televisi bersama terdakwa lalu kedua korban meminta uang kepada terdakwa untuk membeli es krim namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang, karena terdakwa tidak memberikan uang kepada kedua korban maka kedua berkata “udahlah ayah pelit kali, cari ayah barulah kami, mamak kan masih muda, masih cantik”, mendengar perkataan kedua korban merasa kesal dan emosi dan langsung mengangkat tengkuk kedua korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dimana tangan kanan terdakwa memegang tengkuk korban Rafa Anggara dan tangan kiri korban memegang tengkuk Ikhsan Fatahilla;

Secara bersamaan terdakwa memukul kepala kedua korban ketembok kamar sebanyak 5 (lima) kali sehingga kedua korban yang masih anak-anak menjadi tidak berdaya dan langsung jatuh kelantai dan setelah terdakwa memukulkan kepala kedua korban ketembok, terdakwa melihat kedua korban masih ada pergerakan sehingga terdakwa yang melihat kedua korban masih ada pergerakan kemudian menginjak bagian perut dan dada korban Ikhsan Fatailah sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dan terdakwa menginjak perut dan dada korban Rafa Anggara sebanyak 5 (lima) kali hingga kedua korban sudah tidak bergerak lagi;

Terdakwa menyembunyikan mayat kedua korban disamping Sekolah Global Prima Medan yang tidak jauh dari rumah terdakwa agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain;

Sekira pukul 24.00 wib saksi Fathul Zannah pulang kerumah namun saksi Fathul Zannah tidak mengetahui perbuatan terdakwa karena seperti biasa setiap malam kedua korban memang tidur dirumah neneknya dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sebelum pergi bekerja saksi Fathul Zannah melihat kedua korban tidak ada datang kerumah sehingga saksi Fathul Zannah bertanya kepada tentang kebaradaan kedua korban namun terdakwa hanya diam saja karena terdakwa merasa ketakutan;

Terdakwa keluar dari rumah dan meminjam uang kepada saksi Dian Agustiono sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa yang tidak berani pulang kerumah karena merasa dihantui oleh kedua korban maka tidur di sebuah pos ronda di Jalan STM Ujung;

Keesokan harinya terdakwa yang dihantui rasa bersalah lalu mengirimkan pesan chat facebook kepada saksi Fathul Zannah yang isinya minta maaf dan selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian.

Amar Putusan.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Negeri Medan memberi putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Rahmadsyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdaka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit handphone merk Xiaomi;

1 (satu) potong baju kaos anak-anak warna hijau bergaris putih bergambar kartun;

1 (satu) potong celana training warna biru hijau 

1 (satu) potong baju kaos anak-anak warna biru bergambar kartun;

1 (satu) potong celana jeans warna cokelat biru

Dikembalikan kepada saksi Fathul Zannah.

1 (satu) buah mancis memiliki senter.

Dimsunahkan

Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3561/Pid.B/2020/PN.Mdn.

Hakim merupakan mahkota dan puncak dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, hak asasi, penguasaan hukum, faktual, visualisasi etika serta moralitas hakim yang hakim yang bersangkutan. Hakim dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

 Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawarahan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini. 

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang- barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan: 

Pertimbangan yuridis

Pertimbangan non yuridis. 
 

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.
 Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.
 
Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum orang tua sebagai pelaku dalam tindak pidana pembunuhan terhadap anaknya, antara lain: fakta-fakta dipersidangkan, keterangan terdakwa dipersidangan, keterangan saksi dalam persidangan barang bukti didepan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.
Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penajara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah :

Hal yang meringankan adalah tidak ada.

Hal yang memberatkan adalah :
Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban Ikhsan Fatahilla (usia 10 Tahun) dan korban Rafa Anggara (Usia 6 Tahun) meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi Fathul Zannah yang merupakan ibu kedua korban karena telah kehilangan kedua anak yang dimilikinya



Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya :

Barangsiapa;

Barangsiapa dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Rahmadsyah yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa Rahmadsyah bersama korban Ikhsan Fatahilla dan korban Rafa Anggara yang merupakan anak tiri terdakwa berada didalam kamar di rumah Jalan Brigjen Katamso Gang Usaha Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun sedangkan saksi Fathul Zannah yang merupakan ibu kandung kedua korban tidak berada dirumah karena masih bekerja dan biasanya pulang kerumah sekira pukul 24.00 wib, dimana biasanya kedua korban tidur pada malam hari dirumah nenek kedua korban namun karena kedua korban hendak meminta uang jajan kepada terdakwa maka kedua korban pulang kerumah menemui terdakwa yang berada didalam kamar yang mana pada saat sedang menonton televisi bersama terdakwa lalu kedua korban meminta uang kepada terdakwa untuk membeli es krim namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang sehingga kedua berkata “udahlah ayah pelit kali, cari ayah barulah kami, mamak kan masih muda, masih cantik” kemudian terdakwa yang mendengar perkataan kedua korban merasa kesal dan emosi dan langsung mengangkat tengkuk kedua korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dimana tangan kanan terdakwa memegang tengkuk korban Rafa Anggara dan tangan kiri korban memegang tengkuk Ikhsan Fatahilla lalu secara bersamaan terdakwa memukul kepala kedua korban ketembok kamar sebanyak 5 (lima) kali sehingga kedua korban yang masih anak-anak menjadi tidak berdaya dan langsung jatuh kelantai.

Terdakwa yang melihat bahwa tubuh kedua korban masih ada pergerakan lalu menginjak bagian perut dan dada korban Ikhsan Fatailah sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa kemudian terdakwa menginjak perut dan dada korban Rafa Anggara sebanyak 5 (lima) kali hingga kedua korban sudah tidak bergerak lagi, setelah memastikan kedua korban tidak bernyawa lagi lalu terdakwa berpikir untuk menyembunyikan mayat kedua korban disamping Sekolah Global Prima Medan yang tidak jauh dari rumah terdakwa agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain, kemudian terdakwa membawa korban Ikhsan Fatahilla ke samping tembok sekolah Global Prima Medan dengan menaruh korban dipundak terdakwa dan sampai di samping tembok Sekolah Global Prima Medan terdakwa menaruh mayat korban di ujung dekat semak dan menutupi dengan seng dan triplek yang ada ditempat tersebut, lalu terdakwa kembali lagi kekamar dan membabwa mayat korban Rafa Anggara kesamping Sekolah global Prima Medan namun belum sampai keujung samping Sekolah Global Prima, terdakwa melihat cahaya senter dan terdakwa curiga ada security sekolah Global Prima Medan sedang patroli sehingga terdakwa langsung memasukkan mayat korban kedalam selokan parit.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut terlihat perbuatan terdakwa terhadap kedua korban dilakukan oleh terdakwa penuh dengan rasa emosi dan kesal akibat perkataan kedua korban sehingga terdakwa melakukan perbuatan melukai kedua korban hingga menghilangkan nyawa kedua korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu) sehingga kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut. 

Pertanggungjawaban orang tua yang melakukan pembunuhan terhadap anak dalam kasus ini tidak adanya alasan-alasan yang ditemukan dalam persidangan baik melalui bukti-bukti yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana sehingga terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohaninya melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan alasan tersebutlah hakim menjatuhkan putusan tersebut.

Menurut penulis bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sehingga putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan terhadap terdakwa turut serta melakukan pembunuhan berencana telah sesuai atau sepadan untuk dijatuhkan terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. 

Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya. Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak yaitu mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3561/Pid.B/2020/PN.Mdn menurut penulis seharusnya lebih berat sebab tindak pidana pembunuhan telah merampas hak hidup seseorang dan sangat meresahkan masyarakat.

Menurut penulis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3561/Pid.B/2020/PN.Mdn yang menjatuhkan terdakwa melanggar Pasal 338 KUHPidana merupakan putusan yang tidak sesuai yang diharapkan untuk memberikan efek jera yang cukup efektif dan memberikan pengaruh negatif kepada setiap orang untuk melakukan tindak pidana mengingat ringannya hukuman dijatuhkan. Menurut penulis bahwa pidana 15 (lima belas) tahun terhadap orang tua sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anaknya kurang tepat dan efektif  untuk memberikan efek jera. 
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